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 Praktikan telah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 44 hari 

kerja pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dimulai 

pada tanggal 1 September hingga 31 Oktober 2020. Tugas utama yang diberikan 

oleh pembimbing kepada praktikan adalah menelaah beberapa laporan keuangan, 

diantaranya Laporan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa 

Barat Semester I Tahun 2020, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, Laporan Badan Pemeriksa Keuangan RI 

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020. Yang menjadi 

perhatian praktikan dalam menelaah laporan keuangan tersebut adalah menelaah 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan 

Perubahan Ekuitas pada masing-masing ketiga laporan keuangan tersebut. Kendala 

yang dihadapi adalah keterbatasan akibat pandemi Covid-19 yang membuat 

praktikan tidak bisa mengakses beberapa aplikasi sistem. Oleh karena itu, praktikan 

terus berdiskusi dengan pembimbing terkait dokumen pembanding apa saja yang 

menjadi acuan praktikan dalam menelaah ketiga Laporan keuangan tersebut. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang PKL 

       Pelayanan publik merupakan satu-satunya tolok ukur yang dapat dilihat 

oleh masyarakat secara nyata. Hal ini dikarenakan, masyarakat dapat melihat 

langsung dan menilai bagaimana kinerja pelayanan yang diberikan. Maka dari 

itu, kualitas dari pelayanan publik yang dilakukan oleh kementrian/lembaga 

adalah satu-satunya hal yang harus ditingkatkan (Kurniawan, 2017). Menurut 

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, 

instansi pemerintah adalah semua lembaga pemerintah yang melaksanakan 

fungsi-funsgi administrasi pemerintahan di lingkungan eksekutif baik di pusat 

maupun daerah termasuk komisi-komisi, dewan, badan yang mendapat dana 

dari APBN/APBD (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014). Maka dari itu, 

pelaku/pelaksana UU Administrasi Pemerintahan ini di Indonesia adalah 

Instansi Pemerintah. 

       Lingkungan akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap karakteristik 

tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya. Ciri utama struktur pemerintahan 

dan pelayanan yang perlu dan penting dipertimbangkan dalam menetapkan 

tujuan dan pelaporan tersebut adalah bagaimana bentuk umum pemerintahan 

dan pelayanan yang diberikan, bagaimana pengaruh proses politik, bagaimana 

hubungan antara pembayaran pajak dengan terlaksananya pelayanan 

pemerintah dan bagaimana sistem pemerintahan otonomi dan transfer 
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pendapatan antar pemerintah. Ciri keuangan pemerintah yang penting untuk 

pengendalian adalah bagaimana anggaran dapat digunakan sebagai penyataan 

kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian, bagaimana 

investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan, dan 

sebagainya (Peraturan Pemerintah RI, 2010). 

       Untuk melaksanakan lingkungan pemerintahan yang baik dan dapat 

dipercaya oleh masyarakat, pemerintah harus peka terhadap fungsi pemeriksaan 

yang memadai. Fungsi audit yang baik akan dapat membantu pemerintah dalam 

mendeteksi dan mengurangi kesempatan terjadinya kecurangan dan korupsi. 

Agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 

keuangan di negara maupun daerah, maka dibentuklah Inspektorat. Inspektorat 

merupakan lembaga yang memiliki otoritas untuk mengawasi jalannya 

pemerintahan. Fungsi umum dari audit pemerintahan adalah tentu saja 

memeriksa dan bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam rekomendasi 

perbaikan di bidang pemerintahan. Audit pemerintahan juga harus mampu 

mendeteksi penyimpangan dan menginformasikan secara cepat kepada 

pemerintah terkait (Gamar & Djamhuri, 2015). 

       Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan suatu lembaga tinggi 

negara yang dibentuk yang bersifat bebas dan mandiri dan berkedudukan di 

ibukota negara dan memiliki lembaga perwakilan di setiap provinsi di 

Indonesia. BPK merupakan pemeriksa keuangan eksternal terhadap 

pengelolaan keuangan negara. BPK adalah satu-satunya lembaga yang 

mempunyai kewenangan besar dalam memberikan opini terhadap pengelolaan 
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dan pertanggungjawaban keuangan negara. Pemeriksaan yang dilakukan 

bertujuan untuk memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang 

disajikan pada laporan keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK 

mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja pemerintah, dan 

pemeriksaan lainnya dengan tujuan tertentu sesuai dengan standar pemeriksaan 

keuangan negara/daerah yang hasil pemeriksaannya akan diserahkan kepada 

DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangan yang berlaku untuk 

ditindaklanjuti. BPK juga berwenang dalam menilai dan/atau menetapkan 

jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan melawan 

hukum secara disengaja maupun tidak disengaja oleh bendahara, pengelola 

keuangan negara, lembaga atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan 

keuangan negara. Dalam tujuannya memberantas Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN), pemerintah akan menindaklanjuti berdasarkan temuan-

teuan yang dihasilkan dari hasil pemeriksaan BPK. BPK juga terus 

megupayakan kinerja yang optimal dalam mempercepat pemberantasan 

korupsi, oleh karena peran strategis BPK adalah melindungi keuangan negara, 

BPK bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk 

mendeteksi pejabat-pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini 

dilakukan oleh BPK untuk menciptakan masyarakat dengan moralitas anti 

korupsi yang lambat laun akan terwujud. BPK selalu mengupayakan 

independensi dalam melakukan audit keuangan negara dan melakukan 

integritas serta transparansi dalam menyampaikan hasil audit kepada 

masyarakat (Raba’, 2017). 
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       Seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang memasuki era revolusi 

industri 4.0 atau revolusi industri keempat dimana teknologi informasi sudah 

marak dan menjadi basis dalam kehidupan sehari-hari manusia. Akibat dari era 

4.0 ini, semua hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan data dan daya 

komputasi yang tidak terbatas karena perkembangan internet dan teknologi 

yang sangat masif sebagai inti dari pergerakan dan konektivitas manusia dan 

mesin. Era ini sangat mendisrupsi aktivitas apapun yang dilakukan oleh 

manusia, termasuk di dalamnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (Iptek) serta pendidikan tinggi (Kementrian Riset dan Teknologi/ 

Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2018). 

       Menurut Ketua Umum Ikatan Auditor Teknologi Indonesia (IATI) yang 

juga kepala BPPT Hammam Riza di acara webinar dengan tema Peran Audit 

Teknologi dalam Revolusi Industri 4.0, hal-hal yang sebelumnya merupakan 

sebuah perencanaan dalam menerapkan kemajuan teknologi 4.0 guna 

meningkatkan daya saing menjadi sebuah tantangan bagi keberlangsungan 

ekonomi di Indonesia, apalagi di masa pandemi ini, kita bisa langsung 

merasakannya sejalan dengan upaya melakukan pemulihan ekonomi. 

       Revolusi industri 4.0 menjadi bagian yang sangar penting bagi stake holder 

yang membangun ekosistem industri 4.0. Saat ini dan selanjutnya, Badan 

Pengkajian dan Penerapan Teknologi ingin mengembangkan teknologi yang 

akan mengungkit sektro prioritas riset nasional seperti menerapkan Strategi 

Nasional Kecerdasan Artificial. Tertuang dalam Undang-Undang SISNAS 

IPTEK Tahun 2019, audit teknologi merupakan proses sitematika untuk 
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memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi 

dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian Teknologi dengan kriteria 

dan/atau standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada 

pengguna yang bersangkutan (Undang-Undang Republik Indonesia, 2019). 

       Pelaksanaan audit teknologi ini mengacu kepada Kode Etik dan Standar 

serta Pedoman Audit Teknologi. Auditor teknologi diharapkan dapat menjadi 

pengukur teknologi yang tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat yang akan 

menjadi sebuah upaya Indonesia untuk keluar dari ketergantungan terhadap 

produk luar negeri (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2020). 

       Kinerja BPK harus disertai dengan sikap independensi dalam mengaudit 

laporan keuangan negara, tidak hanya itu BPK harus menjaga integritas dan 

transparansinya dalam menyampaikan hasil audit kepada masyarakat, hal ini 

sangat berkaitan dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap BPK, 

khususnya kepada Pemerintah Indonesia. Kepercayaan masyarakat sangatlah 

penting, karena keuangan negara bersumber dari rakyat dan sudah selayaknya 

dikelola dan didistribusikan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Maka 

dari itu, peran BPK dalam mewujudkan sikap transparansi, independensi, dan 

integritas tinggi sangatlah penting agar dapat menjamin terpenuhinya hak-hak 

rakyat dan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Arti dari transparansi 

adalah memberikan informasi keuangan kepada masyarakat secara terbuka dan 

jujur. Penerapan ini juga menunjang penerapan good governance yang 

selanjutnya akan menjadikan salah satu prinsip pemerintahan menjadi baik dan 

berkualitas. Dengan demikian, penerapan transparansi yang baik oleh BPK 
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meningkatkan pengaruh yang baik pada GCG dan membuat masyarakat percaya 

bahwa pemerintahan mengelola keuangan dengan baik tanpa tindakan Korupsi, 

Kolusi, dan Nepostisme (KKN) (Raba’, 2017). 

       Pandemi Covid-19 tidak menyurutkan semangat mahasiswa untuk 

melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. Meskipun banyak tantangan dan 

terhambat jarak karena dilaksanakan secara WFH, hal ini tidak menjadi alasan 

program magang dihentikan. Program Praktik Kerja Lapangan merupakan salah 

satu kegiatan yang menjadi mata kuliah pada Program S1 Akuntansi Universitas 

Negeri Jakarta. Banyak manfaat yang bisa didapat mahasiswa dalam 

melaksanakan PKL, yaitu mahasiswa dapat terjun langsung merasakan kondisi 

kerja secara nyata. Mahasiswa juga akan mendapat banyak pengetahuan baru, 

wawasan yang lebih luas, dan belajar beradaptasi di dalam lingkungan kerja 

dengan banyak dan beragam budaya. Meskipun WFH, mahasiswa tetap 

melaksanakan program PKL ini dengan sungguh-sungguh dan bertanggung 

jawab atas apa yang dikerjakan. 

       Program PKL ini juga membantu mahasiswa khusunya mahasiswa S1 

Akuntansi Universitas Negeri Jakarta mempelajari bagaimana mencapai 

kualitas Sumber Daya Manusia yang baik dan kompeten. Dengan demikian, 

pihak Universitas Negeri Jakarta dapat mencetak alumni-alumni terbaik yang 

kompeten dan tidak kalah bersaing untuk berperan dalam pembangunan 

ekonomi yang baik kedepannya. 

       Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) auditor pemerintah saat ini 

sangatlah baik. Di masa pandemi ini, auditor BPK khususnya, sigap 
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mengeluarkan peraturan-peraturan terbaru terkait pelaksanaan audit agar 

terlaksana dengan baik. Tidak hanya itu, banyak auditor internal yang mulai 

menggunakan remote auditing. 

       Remote auditing merupakan pelaksanaan audit oleh auditor secara jarak 

jauh. Pelaksanaan ini sama seperti pelaksanaan audit pada umumnya hanya saja 

dilakukan melalui daring. Di masa krisis karena Covid-19 ini, auditor harus 

dapat menunjukkan banyak kontribusi dalam meningkatkan dan lebih 

melindungi nilai-nilai audit (Setianto, 2020). Dari sinilah, mahasiswa dapat 

mempelajari dan beradaptasi dari situasi yang sedang terjadi. Dengan demikian, 

mahasiswa dapat membaca peluang dan mengambil keputusan yang tepat 

disituasi apapun. 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

       Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan, adapun maksud dan tujuan 

praktikan melaksanakan PKL di Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI). 

1. Maksud dari pelaksanaan PKL, yaitu: 

a. Mempraktikan ilmu dan teori mata kuliah akuntansi yang telah didapat 

selama diperkuliahan pada dunia kerja. 

b. Mempelajari suatu bidang dalam pekerjaan khususnya di bidang 

akuntansi. 

c. Mempelajari dan melakukan penerapan pada etika profesi akuntan di 

dunia kerja. 
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d. Memenuhi mata kuliah PKL yang menjadi salah satu persyaratan untuk 

lulus dan mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Negeri 

Jakarta. 

2. Tujuan dari pelaksanaan PKL, yaitu: 

a. Mendapat wawasan dan juga pengalaman di bidang akuntansi dan 

bidang ilmu lainnya yang mendukung pelaksanaan PKL. 

b. Memberikan peningkataan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan 

dalam dunia kerja khususnya bagian akuntansi. 

c. Meningkatkan pengetahuan yang didapat dari penerapan etika kerja 

yang sesuai dengan aturan kerja di lingkungan pekerjaan. 

d. Memberikan gambaran kegiatan usaha yang dilakukan pada dunia kerja 

sebelum terjun langsung ke dunia kerja yang sebenarnya. 

C. Kegunaan PKL 

       Ada beberapa manfaat yang dapat didapatkan selama melaksanakan 

program PKL, baik dirasakan oleh praktikan pribadi, bagi Universitas Negeri 

Jakarta, maupun bagi perusahaan tempat praktikan melaksanakan PKL itu 

sendiri, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

1. Kegunaan Bagi Praktikan 

a. Menambah dan mengukur pengetahuan kemampuan diri bagi praktikan 

mengenai ilmu, wawasan, dan perkembangan kinerja praktikan 

khususnya di bidang Akuntansi untuk kemudian hari dapat menjadi 

bekal persiapan praktikan di dunia kerja yang sebenarnya. 

b. Praktikan dapat menjadi mahasiswa yang memiliki etos kerja yang 

sesuai dengan tuntutan profesi. 
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c. Membangun suatu kerja sama yang baik dalam membangun relasi dan 

hubungan kerja dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

(BPK RI). 

2. Kegunaan Bagi Universitas Negeri Jakarta 

a. Memberikan kesan dan citra baik universitas kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan menunjukkan kualitas 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta kepada dunia 

kerja untuk memberikan hubugan kerja yang baik dikemudian hari bagi 

Universitas Negeri Jakarta dengan perusahaan tempat dilaksanakannya 

PKL. 

b. Sarana bagi universitas untuk mendapatkan saran dan kritik yang 

membangun agar lebih menyempurnakan kualitas program pedidikan 

agar selaras dengan kebutuhan yang diperlukan di dunia kerja saat ini. 

c. Mendapatkan peluang yang besar bagi lulusan fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta untuk bekerja maupun melakukan berbagai 

kegiatan dengan perusahaan tempat PKL dilaksanakan. 

3. Kegunaan Bagi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

a. Menumbuhkan  hubungan yang dinamis dan baik antara pihak 

Universitas Negeri Jakarta tempat dimana praktikan menimba ilmu 

dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

b. Membantu meringankan beban pekerjaan pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. 

 



10 
 

D. Tempat PKL 

       Berikut ini adalah informasi singkat dimana praktikan melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan: 

jenis lembaga : Instansi Pemerintahan 

nama instansi : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) 

alamat  : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat 10210 

telepon  : (021) 255 49000 

e-mail  : eppid@bpk.go.id  

website : https://www.bpk.go.id/  

       Praktikan memilih Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tempat praktikan 

melaksanakan praktik kerja lapangan. Hal ini dikarenakan BPK RI merupakan 

suatu lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia 

memiliki wewenang dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara. Menurut 

pasal I Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan. BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa 

pengelolaan dan bertanggung jawab atas keuangan negara. 

       Selain itu, BPK RI cocok bagi praktikan untuk lebih memperdalam ilmu 

akuntansi, khususnya akuntansi pemerintahan dalam mengelola keuangan. Di 

BPK RI praktikan ditempatkan di bagian unit kerja Biro Keuangan Badan 

Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 

mailto:eppid@bpk.go.id
https://www.bpk.go.id/
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E. Jadwal Waktu PKL 

       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan selama 2 bulan atau 

minimum 40 hari kerja. PKL dilaksanakan oleh praktikan pada tanggal 1 

September 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020. Dalam melaksanakan PKL, 

ada beberapa tahapan yang praktikan lalui, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Berikut ini merupakan rincian tahap 

pelaksanaan PKL: 

1. Tahap Persiapan 

       Di tahap persiapan ini, praktikan mencari informasi-informasi yang 

tersedia dari berbagai website dan laman di internet juga social media. Setelah 

mendapatkan informasi, praktikan menghubungi pihak Biro Hubungan 

Masyarakat dan Kerja Sama Internasional untuk bertanya mengenai persyaratan 

apa saja yang dibutuhkan untuk melamar PKL. Lalu praktikan membuat surat 

permohonan PKL dan ditujukan kepada bagian tim Human Resources 

Development pada bagian kemahasiswaan secara online melalui Whatsapp. Hal 

ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak ada aktivitas kampus 

sementara. Selama menunggu surat permohonan, praktikan melengkapi syarat-

syarat yang diperlukan, diantaranya membuat proposal untuk permintaan PKL, 

transkrip nilai, dan membuat curicullum vitae. Pada tanggal 17 Juli 2020, surat 

permohonan PKL dikirimkan oleh pihak BAKHUM ke e-mail praktikan setelah 

pengisian form beberapa hari yang lalu. Kemudian praktikan mengirimkan 

semua persyaratan administrasi yang diminta oleh pihak Biro Humas dan Kerja 
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Sama Internasional melalui e-mail resmi Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia (BPK RI) pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020. 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Pada hari Jum’at, tepat pada tanggal 28 Agustus, praktikan menerima Nota 

Dinas dan Surat Tanggapan atas Permohonan Praktik Kerja Lapangan 

sehubungan dengan penerimaan praktikan dalam melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan. Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan yang dimulai pada 

tanggal 1 September 2020 dan berakhir pada 30 Oktober 2020 atau terhitung 44 

hari kerja. 

       Dikarenakan pandemi Covid-19, praktikan melaksanakan Praktik Kerja 

Lapangan secara Full Work From Home, hal ini berkaitan dengan aturan yang 

dilaksanakan pada bagian praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 

Praktikan ditempatkan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Praktikan dibimbing oleh Ibu 

Wiwin Adhi Tama selaku Staf pada bagian Biro Keuangan di Badan Pemeriksa 

Keuangan RI. 

       Meskipun praktikan melaksanakan Full WFH, praktikan tetap mengikuti 

jadwal kerja pada BPK RI, yaitu dimulai pukul 07.30 WIB sampai pukul 16.30 

WIB. Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan, praktikan 

diberikan daftar hadir yang disediakan oleh pihak Biro Hubungan Masyarakat 

dan Kerja Sama Internasional serta praktikan juga mengisi daftar hadir yang 

disediakan oleh fakultas. Praktikan juga mengisi setiap kegiatan yang dilakukan 

oleh praktikan selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan. 
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       Pada akhir masa Pelaksanaan Kerja Lapangan, praktikan membuat laporan 

magang untuk persyaratan dalam melengkapi berkas-berkas yang akan dinilai 

dan ditandatangani oleh pihak Biro Keuangan. 

3. Tahap Pelaporan 

       Pada tahap ini, praktikan menyusun laporan yang dimulai dari bulan 

Oktober hingga November. Dalam penulisan laporan, praktikan dibimbing oleh 

Bapak Adam Zakaria, S.E., Akt, M. Ak., Ph.D selaku dosen pembimbing 

Praktik Kerja Lapangan agar isi laporan dapat dijelaskan dengan baik sesuai 

dengan ketentuan yang terdapat di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta. Data untuk membuat laporan ini berupa data yang dikumpulkan 

praktikan saat sedang menjalani tugas selama PKL berlangsung. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Perusahaan 

 

Gambar II. 1: Logo BPK RI. 

Sumber: jakarta.bpk.go.id 

      Dilansir dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan RI 

https://www.bpk.go.id/menu/sejarah, Sejarah pembentukan Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia berdasarkan amanat UUD Tahun 

1945 dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah No.11/OEM tanggal 28 

Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan, 

tepatnya tanggal 1 Januari 1947 yang berkedudukan sementara di Magelang 

dan diketuai pertama kali oleh R. Soerasno. Pada tanggal 6 November 1948, 

Badan Pemeriksa Keuangan berpindah dari Magelang ke Yogyakarta, hal 

ini tertuang dalam Penetapan Pemerintah No.6/1948. Saat itu ketuanya 

diwakili oleh R. Kasirman terhitung mulai 1 Agustus 1949 berdasarkan SK 

Presiden RI taggal 31 Januari 1950 No.13/A/1950. 

https://www.bpk.go.id/menu/sejarah
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      Berdasarkan Piagam Konstitusi RIS tanggal 14 Desember 1949, 

dibentuklah Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara 

RIS yang bekedudukan di Bogor dan diketuai oleh R. Soerasno mulai 31 

Desember 1949. Dewan Pengawas Keuangan RIS ini menempati bekas 

kantor Algemen Rekenkamer pada masa pemerintah Netherland Indies Civil 

Administration (NICA). 

      Pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Indonesia kembali menjadi 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu Dewan Pengawas 

Keuangan RIS yang berada di Bogor digabung dengan Badan Pemeriksa 

Keuangan tanggal 1 Oktober 1950 berdasarkan UUDS 1950. Namun, 5 Juli 

1959 dikeluarkan Dekrit Presiden RI yang menyatakan kembali UUD 

Tahun 1945, dengan demikian Dewan Pengawas Keuangan berdasarkan 

UUDS 1950 kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan 

Pasal 23 (5) UUD Tahun 1945. 

       Untuk menyempurnakan Badan Pemeriksa Keuangan agar menjadi alat 

kontrol yang efektif yang dikemukakan dalam Ketetapan MPRS No. 

11/MPRS/1960 serta resolusi MPRS No. 1/Res/MPRS/1963, pada tanggal 

12 Oktober 1963 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 (LN No. 195 Tahun 1963) 

yang kemudian diganti dengan Undang-Undang (PERPU) No. 6 tahun 1964 

tentang Badan Pemeriksa Keuangan Gaya Baru. Untuk mengganti PERPU 

tersebut, pemerintah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 1965 yang 

menetapkan bahwa Presiden, sebagai Pemimpin Besar Revolusi pemegang 
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kekuasaan pemeriksaan dan penelitian tertinggi atas penyusunan dan 

pengurusan Keuangan Negara. Lalu, Ketua dan Wakil Ketua BPK RI 

berkedudukan masing-masing sebagai Menteri Koordinator dan Menteri. 

       Kedudukan BPK RI akhirnya dikembalikan pada posisi dan fungsi 

semula sebagai Lembaga Tinggi Negara oleh MPRS dengan Ketetapan No. 

X/MPRS/1966. Sehingga perlu merubah UU yang mendasari tugas BPK RI 

dan akhirnya dapat terealisasi pada Tahun 1973 dengan UU No. 5 Tahun 

1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.  

       Di era Reformasi sekarang, kedudukan BPK RI diperkuat oleh 

dukungan konstitusional dari MPR RI dalam Sidang Tahunan pada Tahun 

2002 sebagai lembaga pemeriksa eksternal di bidang Keuangan Negara 

dengan dikeluarkannya TAP MPR No. VI/MPR/2002 yang menegaskan 

kembali kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai satu-satunya 

lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara dan perlu memantapkan agar 

menjadi lembaga yang independen dan profesional. Maka dari itu, ketentuan 

yang mengatur BPK RI dalam UUD 1945 diamandemen guna 

memantapkan tugas BPK RI. Sebelum amandemen, BPK RI diatur dalam 

satu ayat (pasal 23 ayat 5), setelah Perubahan Ketiga UUD 1945, 

dikembangkan menjadi satu bab tersendiri (Bab VIII A) dengan tiga pasal 

(23E, 23F, dn 23G) dan tujuh ayat. 

Dasar Hukum BPK RI 

       Keberadaan badan yang akan melakukan fungsi pemeriksaan telah 

dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar yang dinyatakan bahwa untuk 
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memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan 

Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-

Undang (Pasal 23 Bab VIII UUD 1945).  

       Undang-undang pertama kali yang mengikuri amanat UUD 1945 baru 

terbit tahun 1973. Kedudukan konstitusional BPK RI dinyatakan sebagai 

“Lembaga Tinggi Negara yang dalam pelaksanaan tugasnya terlepas dari 

pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri diatas 

pemerintah” (Pasal 1 UU Nomor 5 Tahun 1973). 

       Dilansir pada website resmi Badan Pemeriksa Keuangan RI 

https://www.bpk.go.id/menu/dasar_hukum, Sejak tanggal 9 November 

2001, landasan hukum BPK RI sesuai dengan Amandemen Ketiga Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah Bab VIII A 

Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G. 

 

 Pasal 23 E 

a. Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri bertugas untuk 

memeriksa tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara.  

b. Sesuai kewenangannya, hasil dari pemeriksaan keuangan negara 

tersebut diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

c. Setelah itu, lembaga perwakilan dan/atau badan akan menindaklanjuti 

hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 

Pasal 23 F 

https://www.bpk.go.id/menu/dasar_hukum
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a. Dewan Perwakilan Rakyat memilih Anggota Badan Pemeriksa 

Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan 

Daerah dan selanjutnya diresmikan oleh Presiden. 

b. Anggota memilih Pimpinan Badan Perneriksa Keuangan. 

Pasal 23 G 

a. Badan Pemeriksa Keuangan berlokasi di ibu kota negara dan memiliki 

perwakilan-perwakilan di setiap provinsi di Indonesia. 

b. Informasi dan ketentuan lainnya lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa 

Keuangan diatur dengan undang-undang yang berlaku.  

Visi BPK RI 

       Dilansir dari website resmi Badan Pemeriksa Keuangan RI 

https://www.bpk.go.id/menu/visi_misi, terdapat visi dan misi yang 

menjadi target Badan Pemeriksa Keuangan RI dalam melaksanakan 

tugasnya dalam mengelola keuangan negara 

       “Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai 

tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.” 

Misi BPK RI 

1. Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara 

bebas dan mandiri; dan 

2. Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan 

profesional. 

Tujuan Strategis BPK RI 

       Ada dua tujuan strategis dalam memastikan tercapainya visi dan misi, 

yaitu:  

1. Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong 

pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan 

https://www.bpk.go.id/menu/visi_misi
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2. Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong 

pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara. 

Nilai-Nilai Dasar 

       Dalam mencapai cita-cita yang tertuang di dalam visi dan misi yang 

akan dilaksanakan oleh seluruh pegawai BPK RI, maka dari itu terdapat tiga 

nilai-nilai dasar yaitu sebagai berikut: 

a. Integritas 

       Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, 

objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan. 

b. Independensi 

       Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara 

kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang 

berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap 

mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau 

organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. 

c. Profesionalisme 

       Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan 

prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman 

kepada standar yang berlaku. 

B. Struktur Organisasi 

       Dalam Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan 

Tata Keja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, struktur organisasi BPK RI 

adalah sebagai berikut: 
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Gambar II. 2: Struktur Organisasi BPK RI. 

Sumber: bpk.go.id/menu/struktur_organisasi 

       Praktikan ditempatkan untuk melaksanakan PKL di Sekretariat Jenderal yang 

dikepalai oleh Bapak Bahtiar Arif. Bagian Sekretariat Jenderal terdiri dari Biro 

Umum, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, Biro Humas & Kerjasama 

Internasional, Biro Sekretariat Pimpinan dan Biro SDM, dapat dilihat pada Gambar 

II.3 dibawah ini. 
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Gambar II. 3: Struktur Organisasi Sekretaris Jenderal 

Sumber: bpk.go.id/menu/struktur_organisasi 

       Praktikan melaksanakan PKL dikhususkan di Bagian Akuntansi dan Pelaporan 

pada Biro Keuangan, yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Asngari selaku Kepala 

Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan. Pada bagian ini, praktikan 

melaksanakan tugas menelaah dan menganalisa laporan keuangan yang akan 

dibimbing oleh pembimbing PKL yaitu dengan Ibu Wiwin Adhi Tama selaku staff 

pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan. 

       Biro Keuangan terdiri atas Bagian Penganggaran dan Pemantauan, Bagian 

Perbendaharaan, dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan yang di mana merupakan 

tempat praktikan melaksanakan tugas PKL. 
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       Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Pelaksana BPK, Biro Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan 

dan pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan BPK berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro 

Keuangan mempunyai fungsi: 

1. Merumuskan dan mengevaluasi rencana aksi yang akan dilakukan Biro 

Keuangan dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK; 

2. Merumuskan rencana kegiatan yang dilakukan Biro Keuangan berdasarkan 

rencana aksi serta tugas dan fungsi Biro Keuangan; 

3. Merumuskan kebijakan pada bidang penganggaran berdasarkan rencana dari 

kegiatan Pelaksana BPK;  

4. Merumuskan kebijakan pada bidang perbendaharaan, penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban keuangan; Perumusan kebijakan di bidang 

perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan; 

5. Merumuskan bagaimana bahan pertimbangan dalam pengangkatan dan 

pemberhentian Pejabat Pengelola Keuangan dan Bendahara;  

6. Melaksanakan kebijakan pada bidang penganggaran; pelaksanaan kebijakan 

anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan;  

7. Menyusun Laporan Keuangan BPK; 

8. Melaksanakan dan mengelola risiko pada lingkup tugas Biro Keuangan;  

9. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan; dan 

10. Melaporkan hasil dari kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal.  
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Gambar II. 4: Struktur Organisasi Biro Keuangan BPK RI. 

Sumber: Peraturan Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan 

       Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Pelaksana BPK, Biro Keuangan merupakan salah satu bagian dari Sekretariat 

Jenderal yang mempunyai bagian-bagian lain dibawahnya. Seperti yang sudah 

dilampirkan pada Gambar II.3, Biro Keuangan terdiri atas Bagian Penganggaran 

dan Pemantauan, Bagian Perbendaharaan, dan Bagian Akuntansi dan Pelaporan. 

Secara spesifik, praktikan ditempatkan pada Bagian Akuntansi dan Pelaporan. 

Berikut keterangan tugas dan fungsi pada masing-masing bagian, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagian Penganggaran dan Pemantauan 



24 
 

       Menurut pasal 67 dan 68, Bagian Penganggaran dan Pemantauan 

mempunyai tugas melakukan dan mengoordinasikan kegiatan penyusuna 

anggaran berdasarkan rencana kegiatan Pelaksana BPK dan memantau 

pelaksanaan anggaran di lingkungan BPK. Fungsi Bagian Penganggaran dan 

Pemantauan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan penyiapan bahan kebijakan pada bidang penganggaran dan 

pemantauan dalam pelaksanaan anggaran; 

b. Melakukan pelaksanaan kebijakan pada bidang penyusunan anggaran 

yang berdasarkan rencana kegiatan dari Pelaksana BPK; 

c. Melakukan tindakan pemantauan pada pelaksanaan anggaran di 

lingkungan BPK; 

d. Melakukan penyiapan data anggaran dalam rangka penyusunan Laporan 

Keuangan BPK; dan 

e. Melakukan penyiapan bahan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Biro Keuangan. 

       Menurut pasal 69 dan 70, pada bagian Penganggaran dan Pemantauan 

terdiri atas beberapa subbagian, yaitu: 

a. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I. 

       Subbagian Penganggaran dan Pemantauan I mempunyai tugas 

dalam menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran 

berdasarkan rencana kegiatan Pelaksana BPK, melakukan pemantauan 

dan pelaporan realisasi anggaran, serta menyiapkan data anggaran 

dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup 

Sekretariat Jenderal (termasuk Museum BPK RI), Inspektorat Utama, 
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Ditama Revbang, Ditama Binbangkum, Staf Ahli, AKN I sampai 

dengan AKN VII, dan Auditorat Utama Investigasi. 

b. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II. 

       Subbagian Penganggaran dan Pemantauan II mempunyai tugas 

dalam menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran 

berdasarkan rencana kegiatan Pelaksana BPK, melakukan pemantauan 

dan pelaporan realisasi anggaran, serta menyiapkan data anggaran 

dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, Balai 

Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, dan BPK 

Perwakilan wilayah barat, serta melakukan kompilasi atas bahan 

penyusunan anggaran dan revisi anggaran tingkat lembaga. 

c. Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III. 

       Subbagian Penganggaran dan Pemantauan III mempunyai tugas 

dalam menyiapkan bahan penyusunan anggaran dan revisi anggaran 

berdasarkan rencana kegiatan Pelaksana BPK, melakukan pemantauan 

dan pelaporan realisasi anggaran, serta menyiapkan data anggaran 

dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK pada lingkup BPK 

Perwakilan wilayah timur serta melakukan kompilasi atas pemantauan 

realisasi anggaran tingkat lembaga. 

2. Bagian Perbendaharaan 

       Menurut pasal 71 dan 72, Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas 

melakukan kegiatan perbendaharaan di lingkungan BPK Pusat. Bagian 

Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 
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a. Melakukan penyiapan bahan kebijakan untuk pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan di bidang perbendaharaan; 

b. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan di 

lingkungan BPK Pusat; 

c. Melakukan penyiapan data perbendaharaan dalam rangka penyusunan 

Laporan Keuangan BPK; 

d. Melakukan penyiapan bahan dalam rangka pertimbangan pengangkatan 

dan pemberhentian Pejabat Pengelola Anggaran dan Bendahara; dan 

e. Melakukan penyiapan bahan untuk kegiatan penyusunan Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Biro Keuangan. 

       Menurut pasal 73 dan 74, khususnya pada bagian Perbendaharaan terdiri 

atas beberapa subbagian, yaitu sebagai berikut: 

a. Subbagian Perbendaharaan I. 

       Subbagian Perbendaharaan I mempunyai tugas melakukan 

koordinasi dan memantau pengusulan uang persediaan, perencanaan 

dan pengelolaan kas serta pengembalian belanja, dan penyetoran pajak 

milik BPK ke kas negara berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang 

berlaku, guna mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satuan kerja di 

BPK Pusat dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien. 

b. Subbagian Perbendaharaan II. 

       Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas melakukan 

koordinasi dan memantau pengujian dokumen tagihan, evaluasi atas 

rincian anggaran biaya, dan pengelolaan uang muka berdasarkan 

standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna mendukung kegiatan 



27 
 

perbendaharaan bagi satuan kerja di BPK Pusat dan BPK Perwakilan 

berjalan secara efektif dan efisien. 

c. Subbagian Perbendaharaan III. 

       Subbagian Perbendaharaan III mempunyai tugas melakukan 

koordinasi dan memantau pencetakan dokumen, peng-input-an data 

Surat Perintah Membayar, dan data perbendaharaan ke dalam aplikasi 

dan Sistem Informasi Keuangan, serta pengelolaan belanja pegawai 

berdasarkan standar, sistem, dan prosedur yang berlaku, guna 

mendukung kegiatan perbendaharaan bagi satuan kerja di BPK Pusat 

dan BPK Perwakilan berjalan secara efektif dan efisien. 

3. Bagian Akuntansi dan Pelaporaan 

       Menurut pasal 75 dan 76, Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai 

tugas melakukan pengolahan data akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan 

BPK. Bagian Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi: 

a. Melakukan pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan 

pertanggungjawaban keuangan; 

b. Melakukan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem 

Akuntansi Barang Milik Negara; 

c. Melakukan pelaksanaan rekonsiliasi Akuntansi Barang Milik Negara; 

d. Melakukan penyusunan Laporan Keuangan BPK; dan 

e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Biro Keuangan. 

       Menurut pasal 77 dan 78, khususnya pada bagian Akuntansi dan Pelaporan 

terdiri atas beberapa subbagian, yaitu sebagai berikut:  
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a. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I. 

       Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I mempunyai tugas mengolah 

data akuntansi dan melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem 

Akuntansi Barang Milik Negara pada lingkup Sekretariat Jenderal 

dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK. 

b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II. 

       Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II mempunyai tugas mengolah 

data akuntansi dan melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem 

Akuntansi Barang Milik Negara pada lingkup Inspektorat Utama, 

Ditama Binbangkum, Ditama Revbang, Staf Ahli, AKN I sampai 

dengan AKN VII, dan Auditorat Utama Investigasi dalam rangka 

penyusunan Laporan Keuangan BPK. 

c. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III. 

       Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III mempunyai tugas 

mengolah data akuntansi dan melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi 

dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada lingkup BPK 

Perwakilan, Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan 

Negara, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara, 

dan Museum BPK RI dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan 

BPK dan melakukan kompilasi atas laporan keuangan tingkat lembaga. 

C. Kegiatan Umum Instansi 

       Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan satu-satunya lembaga yang 

disebut sebagai lembaga tinggi negara yang bertugas dan mempunyai 

wewenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung 



29 
 

jawab keuangan Negara Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 1 UU No. 15 

Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya, undang-undang memberikan BPK kebebasan serta kemandirian, 

oleh karena itu, BPK sendiri juga merupakan suatu lembaga negara yang 

mandiri dan bebas (Abdi, 2019). 

       Tugas utama BPK RI sangat besar dan mempunyai ruang lingkup yang 

luas. Tugas utama Badan Pemeriksa Keuangan RI adalah bertugas dalam 

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan 

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank 

Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha 

Milik Daerah, dan lembaga ataupun badan lain yang bertugas mengelola 

keuangan negara. 

       Tugas utama pada Biro Akuntansi dan Pelaporan adalah mengolah data 

akuntansi dan menyusun laporan keuangan BPK RI Perwakilan. Pemeriksaan 

ini berdasarkan pada pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan 

keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Laporan Keuangan BPK 

Perwakilan ini diserahkan kepada DPR, DPRD, dan DPD, serta laporan tertulis 

diserahkan kepada Presiden dan Gubernur. Pemeriksaan ini dilakukan dalam 

rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang 

disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan ini bermanfaat 

untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan disajikan 

secara wajar dalam semua hal material dan sesuai dengan standar akuntansi 

yang berlaku di Indonesia.  
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BAB III 

PELAKSANAAN PKL 

A. Bidang Kerja 

       Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, praktikan diberi tanggung 

jawab untuk ditempatkan pada bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro 

Keuangan BPK RI. Menurut Peraturan BPK RI Nomor 1 Pasal 75 Tahun 2019 

Tentang Organisasi dan Tata Keja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, 

bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro Keuangan BPK RI mempunyai tugas 

melakukan pengolahan data akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan BPK. 

       Praktikan melaksanakan Praktik Kerja Lapangan secara daring (online) 

dengan metode WFH (Work From Home). Hal ini didasari oleh peraturan yang 

diberikan dari Kepala Biro Keuangan agar mengantisipasi menularnya Covid-

19 di lingkungan kerja. Meskipun mengerjakan Praktik Kerja Lapangan secara 

daring, praktikan tetap mengerjakan tugas dengan maksimal dan penuh 

tanggung jawab meskipun tidak bisa mengakses beberapa sistem aplikasi 

karena tidak dapat diakses selain di kantor. Praktikan juga sangat terbantu 

dengan penentuan jam yang fleksibel untuk diskusi bersama Ibu Wiwin Adhi 

Tama selaku pembimbing praktikan dalam melaksanakan PKL. 

       Bidang pekerjaan yang diberikan kepada praktikan selama melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan adalah menganalisis Laporan Keuangan Badan 

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

Semester 1 Tahun 2020, menganalisis Laporan Keuangan Badan Pemeriksa 
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Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, 

menganalisis Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020. 

Adapun prosesnya dibagi menjadi 5 tahap dan digambarkan pada bagan 

dibawah ini: 

1. Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran 

2. Menganalisis Neraca 

3. Menganalisis Laporan Operasional 

4. Menganalisis Laporan Perubahan Ekuitas 

5. Merangkum keseluruhan telaah ke Kertas Kerja Satuan Kerja. 

 

 

Bagan III. 1:  Proses Menelaah Laporan Keuangan BPK RI secara general. 

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020. 

       Praktikan menerima laporan keuangan dan lampiran-lampiran pendukung 

yang dikirimkan oleh pembimbing PKL melalui e-mail dengan format file pdf. 

Lampiran-lampiran utama maupun pendukung sudah tersedia di dalam laporan 

Menganalisis 

Laporan Realisasi 

Anggaran 

Menganalisis Neraca 
Menganalisis 

Laporan Operasional 

Menganalisis 

Laporan Perubahan 

Ekuitas 

Merangkum 

keseluruhan telaah ke 

Kertas Kerja Analisis 

Satuan Kerja 
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keuangan masing-masing. Praktikan mengerjakan telaah dengan menggunakan 

Microsoft Excel. Saat membandingkan, praktikan hanya menggunakan file 

Excel yang berisi Formulir Analisa dan Laporan Keuangan dengan format pdf. 

B. Pelaksanaan Kerja 

       Praktikan ditempatkan pada bagian Akuntansi dan Pelaporan di Biro 

Keuangan BPK RI dan dibimbing oleh Ibu Wiwin Adhi Tama selaku staff Biro 

Keuangan BPK RI. Praktikan mulai melaksanakan PKL pada tanggal 01 

September 2020 pukul 08.00 sampai 16.30 WIB. 

       Sebelum melaksanakan PKL dan diberi tugas secara mendetail, praktikan 

diberikan kesempatan selama 1 minggu untuk membaca Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal 

Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Peraturan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Pusat. Setelah membaca PMK, pembimbing PKL 

praktikan menjelaskan apa saja yang harus dikerjakan dan bagaimana 

pengaplikasian PMK tersebut pada tugas yang akan diberikan kepada praktikan.  

       Dalam menelaah laporan keuangan pemerintahan, terdapat 4 laporan, yaitu 

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Operasional, dan 

Laporan Perubahan Ekuitas. Urutan menelaah diawali dari Laporan Realisasi 

Anggaran dan berlanjut urut sampai Laporan Perubahan Ekuitas. Setelah semua 

sudah ditelaah pada form analisa masing-masing, selanjutnya dirangkum pada 

Kertas Kerja Telaah Satuan Kerja BPK RI.  
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       Dalam menelaah laporan keuangan, satuan kerja BPK RI membandingkan 

saldo-saldo melalui beberapa aplikasi, yaitu aplikasi SIMAK BMN, ADK 

SAIBA, aplikasi Persediaan, dan aplikasi e-Reckon. 

       Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara 

(SIMAK-BMN) adalah sub sistem dari Sistem Akuntansi Instansi yang 

disajikan untuk meningkatkan pemahaman serta kontrol yang sistematis bagi 

instansi yang berada dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai bagian 

dari satker pada bagian atau seksi perlengkapan yang sesuai dengan struktur 

Unit Akuntansi Barang melekat kewajiban untuk penyusunan laporan barang 

milik negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementrian 

negara/lembaga. 

 

Gambar III. 1: Aplikasi SIMAK BMN 

Sumber: http://bmn.unej.ac.id/?p=271 
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       ADK adalah kepanjangan dari arsip data komputer yang didalamnya berisi 

data transaksi, data buku besar, dan lainnya. Data-data ini harus dikirim ke 

aplikasi e-reckon. Dilansir dari website resmi Kementrian Hukum dan HAM 

(https://itjen.kemenkumham.go.id/index.php/index-berita-humas/dengan-e-

rekon-memudahkan-pekerjaan-penyusun-laporan-keuangan-

kppn#:~:text=E%2DRekon%20dan%20LK%20adalah,Direktorat%20Jenderal

%20Perbendaharaan%20Kementerian%20Keuangan) aplikasi e-reckon adalah 

aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data 

keuangan dan penyusunan LK K/L. 

 

Gambar III. 2: Aplikasi E-Reckon 

Sumber: Website resmi Inspektorat Jenderal Kemenkumham 

       Lalu definisi aplikasi persediaan yang dilansir melalui website resmi BMN 

BMKG 

https://itjen.kemenkumham.go.id/index.php/index-berita-humas/dengan-e-rekon-memudahkan-pekerjaan-penyusun-laporan-keuangan-kppn#:~:text=E%2DRekon%20dan%20LK%20adalah,Direktorat%20Jenderal%20Perbendaharaan%20Kementerian%20Keuangan
https://itjen.kemenkumham.go.id/index.php/index-berita-humas/dengan-e-rekon-memudahkan-pekerjaan-penyusun-laporan-keuangan-kppn#:~:text=E%2DRekon%20dan%20LK%20adalah,Direktorat%20Jenderal%20Perbendaharaan%20Kementerian%20Keuangan
https://itjen.kemenkumham.go.id/index.php/index-berita-humas/dengan-e-rekon-memudahkan-pekerjaan-penyusun-laporan-keuangan-kppn#:~:text=E%2DRekon%20dan%20LK%20adalah,Direktorat%20Jenderal%20Perbendaharaan%20Kementerian%20Keuangan
https://itjen.kemenkumham.go.id/index.php/index-berita-humas/dengan-e-rekon-memudahkan-pekerjaan-penyusun-laporan-keuangan-kppn#:~:text=E%2DRekon%20dan%20LK%20adalah,Direktorat%20Jenderal%20Perbendaharaan%20Kementerian%20Keuangan
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(https://bmn.bmkg.go.id/persediaan/#:~:text=Aplikasi%20Persediaan%20adal

ah%20Sistem%20aplikasi,dikembangkan%20oleh%20Direktorat%20Jenderal

%20Perbendaharaan) mempunyai definisi yaitu sistem aplikasi yang 

diperuntukan bagi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan tujuan 

memudahkan pengelolaan stok barang persediaan guna keperluan operasional 

kantor. Aplikasi ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

 

Gambar III. 3: Aplikasi Persediaan 

Sumber: Website resmi BMN BMKG 

       Dikarenakan praktikan melakukan pekerjaan secara full work from home, 

praktikan tidak bisa mengakses beberapa sistem informasi yang tersedia, yaitu 

aplikasi SIMAK BMN, aplikasi ADK SAIBA aplikasi Persediaan, dan aplikasi 

https://bmn.bmkg.go.id/persediaan/#:~:text=Aplikasi%20Persediaan%20adalah%20Sistem%20aplikasi,dikembangkan%20oleh%20Direktorat%20Jenderal%20Perbendaharaan
https://bmn.bmkg.go.id/persediaan/#:~:text=Aplikasi%20Persediaan%20adalah%20Sistem%20aplikasi,dikembangkan%20oleh%20Direktorat%20Jenderal%20Perbendaharaan
https://bmn.bmkg.go.id/persediaan/#:~:text=Aplikasi%20Persediaan%20adalah%20Sistem%20aplikasi,dikembangkan%20oleh%20Direktorat%20Jenderal%20Perbendaharaan
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e-Reckon. Lalu ada beberapa pernyataan yang tertulis pada analisis form tidak 

dapat ditelaah karena keterbatasan dokumen yang diberikan, namun hal ini tidak 

terlalu mempengaruhi hasil telaah yang dikerjakan oleh praktikan.  

       Penjelasan tugas-tugas secara rinci yang diberikan oleh pembimbing 

kepada praktikan dalam melaksanakan PKL pada Bagian Akuntansi dan 

Pelaporan di Biro Keuangan BPK RI adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis Laporan Realisasi Anggaran. 

       Hal pertama yang dilakukan oleh praktikan dimulai dengan menelaah atau 

menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA). merupakan komponen 

laporan keuangan yang menyediakan informasi-informasi berkaitan dengan 

pendapatan-LRA, belanja yang dilakukan, transfer, surplus/defisit-LRA, dan 

pembiayaan yang bersumber dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing 

diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi pada LRA berfungsi bagi 

pengguna laporan dalam mengevaluasi laporan untuk mengambil keputusan 

mengenai bagaimana alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas, dan 

ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran (Peraturan Menteri Keuangan RI, 

2019). 

       Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi 

Jawa Barat terdiri atas: 

a. Pendapatan-LRA 

1) Pendapatan Negara Bukan Pajak-LRA 

b. Belanja-LRA 

1) Belanja Operasi 
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a) Belanja Pegawai 

b) Belanja Barang 

2) Belanja Modal 

a) Belanja Tanah 

b) Belanja Peralatan dan Mesin 

c) Belanja Gedung dan Bangunan 

d) Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

e) Belanja Modal Lainnya 

       Proses dalam menelaah Laporan Realisasi Anggaran  yang digambarkan 

pada Bagan III.1 dapat dirincikan seperti Bagan III.2 dibawah ini. 

 

Bagan III. 2: Proses Menelaah Laporan Realisasi Anggaran 

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020. 

       Langkah pertama, praktikan membuka Analisis Form Laporan Realisasi 

Anggaran yang diberikan oleh pembimbing PKL (Lampiran 9). Form tersebut 

berisi bagaimana langkah-langkah dalam membandingkan saldo-saldo yang ada 

Membuka Analisa 

Form 

Membandingkan saldo pada 

Face LRA, CaLK, dan 

Ringkasan LRA 

Membandingkan saldo pada 

aplikasi ADK SAIBA, BAR 

KPPN, dan aplikasi e-

Reckon 

Periksa pengembalian 

belanja mempunyai pagu 

belanja, dan belanja tidak 

melebihi pagu belanja 

Periksa akun-akun 

yang tidak boleh 

ada 

Verifikasi LRA 

Mulai 

Selesai 
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pada Laporan Realisasi Anggaran di laporan keuangan yang akan ditelaah. 

Analisa Form ini merupakan acuan awal praktikan dalam menelaah Laporan 

Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi 

Jawa Barat Semester 1 Tahun 2020, Laporan Keuangan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, dan 

Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020. 

       Setelah itu, praktikan membandingkan saldo yang terdapat pada Face LRA 

(Lampiran 10) dengan Catatan atas Laporan Keuangan LRA (Lampiran 11). 

Saldo-saldo yang dibandingkan pada tahap awal ini adalah saldo nilai estimasi 

pendapatan dan saldo nilai pagu DIPA. Untuk membandingkan saldo nilai 

realisasi pendapatan dan saldo nilai realisasi belanja dibandingkan pada Face 

LRA, Catatan atas Laporan Keuangan LRA, dan bandingkan dengan saldo pada 

Ringkasan LRA (Lampiran 12). Lalu keempat saldo yang sudah disebutkan tadi 

dibandingkan dengan beberapa aplikasi, yaitu ADK SAIBA, Berita Acara 

Realisasi Pendapatan KPPN dan aplikasi e-Reckon. Namun, dikarenakan 

praktikan tidak dapat mengakses aplikasi e-Reckon dikarenakan work from 

home, praktikan hanya membandingkan saldo melalui output aplikasi ADK 

SAIBA dan Berita Acara Realisasi Pendapatan KPPN (Lampiran 13) saja. Untuk 

aplikasi ADK SAIBA, dikarenakan praktikan tidak bisa mengakses karena 

WFH, pembimbing PKL menyarankan alternatif untuk melihat Neraca 

Percobaan Akrual (Lampiran 14) sebagai pembanding. Proses ini dilakukan pada 

ketiga Laporan Keuangan tersebut, kecuali, pada Laporan Keuangan Badan 
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Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Triwulan III Tahun 2020 terdapat output ADK SAIBA (Lampiran 16), 

sehingga praktikan dapat memeriksa melalui hasil output tersebut. 

       Setelah selesai membandingkan, praktikan memeriksa apakah semua 

pengembalian belanja mempunyai pagu belanja, dan apakah semua belanja 

saldonya tidak melebihi pagu belanja. Untuk pertanyaan ini, hasil pada ketiga 

Laporan Keuangan setelah diperiksa hasilnya sudah tepat. 

       Lalu praktikan memeriksa apakah ada akun-akun yang seharusnya tidak 

boleh ada, yaitu akun Pendapatan dan Perpajakan, akun Pendapatan Bunga 

Lainnya, akun Penerimaan Kembali Belanja Pembayaran Kewajiban Utang 

Tahun Anggaran Yang Lalu, akun Penerimaan Kembali Belanja Subsidi Tahun 

Anggaran Yang Lalu, akun Penerimaan Kembali Belanja Hibah Tahun 

Anggaran Yang Lalu, akun Penerimaan Kembali Belanja Lain-Lain Tahun 

Anggaran Yang Lalu, akun Pendapatan Hibah, akun Pendapatan Badan Layanan 

Umum, akun Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum, dan akun Belanja 

Modal Badan Layanan Umum. Setelah praktikan memeriksa pada Neraca 

Percobaan Akrual (Lampiran 14), tidak ditemukan akun-akun yang disebutkan 

diatas pada ketiga Laporan Keuangan tersebut. 

       Langkah terakhir dalam menelaah LRA, praktikan melakukan verifikasi 

LRA, yaitu praktikan kembali memastikan beberapa pernyataan sebagai berikut: 

1. Saldo estimasi masing-masing jenis pendapatan sudah sama pada CaLK 

LRA dan Face LRA. 
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       Pada ketiga Laporan Keuangan, nilai estimasi masing-masing jenis 

pendapatan sudah sesuai pada CaLK LRA dan Face LRA. 

2. Saldo pagu masing-masing jenis belanja sudah sama pada CaLK LRA dan 

Face LRA. 

       Pada ketiga Laporan Keuangan, nilai estimasi masing-masing saldo 

pagu jenis belanja sudah sesuai pada CaLK LRA dan Face LRA. 

3. Saldo realisasi masing-masing jenis pendapatan sudah sama pada CaLK 

LRA dan Face LRA. 

       Pada ketiga Laporan Keuangan, nilai realisasi masing-masing saldo 

jenis pendapatan sudah sesuai pada CaLK LRA dan Face LRA. 

4. Saldo realisasi masing-masing jenis belanja sudah sama pada CaLK LRA 

dan Face LRA. 

       Pada ketiga Laporan Keuangan, nilai realisasi masing-masing saldo 

pagu jenis belanja sudah sesuai pada CaLK LRA dan Face LRA. 

5. Perhitungan persentase sisa anggaran yang terdapat pada akun-akun LRA 

pada CaLK LRA sudah benar. 

       Pada Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Semester 1 Tahun 2020 dan 

Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020, 

persentase sisa anggaran yang terdapat pada akun-akun LRA pada CaLK 

LRA sudah dihitung oleh praktikan dan hasilnya sudah benar. Namun, pada 

Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 
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Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, terdapat koreksi pada 

presentase realisasi belanja pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan. 

6. Perhitungan persentase kenaikan dan penurunan yang terdapat pada akun-

akun LRA pada CaLK LRA sudah benar. 

       Pada Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik 

Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Semester 1 Tahun 2020, 

perhitungan persentase kenaikan dan penurunan yang terdapat pada akun-

akun LRA pada CaLK LRA sudah dihitung oleh praktikan dan hasilnya 

sudah benar. Namun, pada Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan 

Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 terdapat 

koreksi, yaitu terdapat kesalahan penulisan persentase penurunan pada 

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2019. Terdapat juga kesalahan pada 

Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020, yaitu 

tidak dicantumkannya saldo penurunan dan persentase penurunan 

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tabel 18 Rincian Perbandingan Realisasi 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai 

dengan 30 September 2020 dan 30 September 2019 (Lampiran 18). 

7. Terdapat realisasi belanja barang yang dikapitalisasikan ke Aset Tetap yang 

sudah diungkapkan ke dalam CaLK LRA pada sub bagian CaLK Belanja 

Barang (Lampiran 11.1) sudah benar. 

       Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

Semester 1 Tahun 2020 dan Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi 
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Jawa Barat Tahun 2019, tertulis pada CaLK LRA bahwa terdapat Realisasi 

Belanja Barang (52) Semester I TA 2020 yang dikapitalisasi ke aset tetap 

dan telah diungkapkan dengan benar. Sedangkan pada Laporan Keuangan 

BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020, 

tidak terdapat Realisasi Belanja Barang (52) Triwulan III Tahun 2020 yang 

dikapitalisasi ke aset tetap. 

8. Angka yang diungkapkan dalam CaLK LRA sama dengan angka saldo yang 

terdapat pada Lampiran Kertas Kerja Analisa Belanja (Lampiran 15) dan 

CaLK Akun Aset Tetap (lampiran 11.3) serta CaLK Aset Tak Berwujud 

(Lampiran 11.4) yang berasal dari Realisasi Belanja Barang (52) tersebut 

pada CaLK Neraca. 

       Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

Semester 1 Tahun 2020, angka yang diungkapkan dalam CaLK LRA sama 

dengan angka saldo yang terdapat pada Lampiran Kertas Kerja Analisa 

Belanja dan CaLK Akun Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang berasal dari 

Realisasi Belanja Barang (52) tersebut pada CaLK Neraca. 

       Kapitalisasi ke Aset Tetap tersebut berupa Kapitalisasi Peralatan dan 

Mesin Intrakomptabel dan Penambahan dari Belanja Barang pada CaLK 

akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin. 

       Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2019 terdapat koreksi yaitu terdapat kesalahan penulisan saldo pada 

Kapitalisasi Peralatan dan Mesin. Namun pada Laporan Keuangan BPK RI 

Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan III Tahun 2020, tidak 
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ada kapitalisasi aset maka tidak ada angka yang diungkapkan dalam CaLK 

LRA dan tidak ada angka saldo yang terdapat pada Lampiran Kertas Kerja 

Analisa Belanja dan CaLK Akun Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang 

berasal dari Realisasi Belanja Barang (52). 

9. Terdapat Analisa Belanja Modal yang diungkapkan dalam CaLK LRA pada 

sub bagian CaLK Belanja Modal (Lampiran 11.2) yang sudah benar. 

       Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

Semester 1 Tahun 2020 dan Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi 

Jawa Barat Tahun 2019, praktikan tidak menemukan saldo Belanja Modal 

atau Nihil. Dengan demikian, tidak terdapat belanja modal pada Semester I 

Tahun 2020 per 30 Juni 2020 dan Tahun 2019. 

       Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Triwulan III Tahun 2020, terdapat saldo pada Analisa Belanja Modal 

dan sudah diungkapkan dengan benar dalam CaLK LRA pada sub bagian 

CaLK Belanja Modal. 

10. Terdapat realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset Tetap, jika 

ada, hal tersebut harus diungkapkan dalam CaLK LRA pada sub bagian 

CaLK Belanja Modal (Lampiran 11.2) dan angka yang diungkapkan pada 

CaLK LRA sama dengan angka yang diungkapkan pada Lampiran Kertas 

Kerja Analisa Belanja dan CaLK akun Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang 

tidak dikapitalisasi tersebut pada CaLK Neraca. 

       Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

Semester 1 Tahun 2020 sudah disebutkan bahwa tidak terdapat belanja 
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modal. Hal ini dikarenakan pada Semester I Tahun 2020, Satuan Kerja BPK 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat belum mengalokasikan secara khusus 

belanja modal untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal ini diungkapkan 

pada CaLK sub bagian CaLK Belanja Modal. 

       Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2019, tidak terdapat belanja modal yang tidak dikapitalisasi ke Aset 

Tetap. 

       Pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara 

Barat Triwulan III Tahun 2020, tidak terdapat belanja modal karena pada 

Tahun 2020 Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat 

tidak mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi COVID-

19.   

 

2. Menganalisis Neraca. 

       Setelah praktikan menelaah Laporan Realisasi Anggaran, langkah 

selanjutnya adalah menelaah Laporan Neraca Laporan Keuangan BPK RI 

Perwakilan Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Pada akuntansi 

pemerintahan, Neraca adalah komponen dari laporan keuangan yang 

menggambarkan bagaimana posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai 

aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu (Peraturan Menteri Keuangan 

RI, 2019). 

       Komponen akun-akun yang terdapat pada Laporan Neraca Satuan Kerja 

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri atas: 

c. Aset 
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1) Aset Lancar 

a) Kas di Bendahara Pengeluaran 

b) Kas Lainnya dan Setara Kas 

c) Belanja Dibayar di Muka 

d) Piutang Bukan Pajak 

e) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih—Piutang Bukan 

Pajak 

f) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan 

g) Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) 

h) Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka 

Pendek 

i) Persediaan 

2) Aset Tetap 

a) Tanah 

b) Peralatan dan Mesin 

c) Gedung dan Bangunan 

d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan 

e) Aset Tetap Lainnya 

f) Konstruksi Dalam Pengerjaan 

g) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

d. Piutang Jangka Panjang 

e. Aset Lainnya 

1) Aset Tak Berwujud 
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2) Aset Lain-Lain 

3) Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 

f. Kewajiban 

1) Kewajiban Jangka Pendek 

a) Utang kepada Pihak Ketiga 

b) Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan 

c) Pendapatan Diterima di Muka 

d) Uang Muka dari KPPN 

e) Utang Jangka Pendek Lainnya 

g. Ekuitas 

1) Ekuitas 

       Langkah-langkah dalam menganalisa atau menelaah laporan neraca adalah 

dimulai dari membuka Form Analisa Laporan Neraca (Lampiran 19) yang 

diberikan oleh pembimbing PKL. Pada form tersebut terdapat klasifikasi per 

akun yang akan ditelaah. Akun-akun yang ditelaah pada Laporan Neraca 

berjumlah 17 bagian, yaitu Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas Lainnya, 

Piutang Bukan Pajak, Penyisihan Piutang, Belanja Dibayar di Muka, 

Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi 

dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, Akumulasi 

Penyusutan Aset Tetap, Amortisasi, Aset Lain-Lain dan Akumulasi Penyusutan 

Aset Lain-Lain, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan Pendapatan Diterima di 

Muka. Proses menelaah keseluruhan akun dapat dilihat pada bagan dibawah ini. 
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Bagan III. 3: Proses Menelaah Laporan Neraca secara umum. 

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020 

       Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menelaah neraca adalah 

membuka Analisa Form tiap akun yang ingin ditelaah, selanjutnya 

membandingkan saldo pada Face Neraca (Lampiran 21)  dengan CaLK Neraca 

(Lampiran 20) pada setiap akun. Lalu, bandingkan saldo tersebut pada Neraca 

Percoaan Akrual apakah akun tersebut bersaldo normal dan tidak ada null.  

      Langkah selanjutnya, praktikan membandingkan saldo pada Output 

SAIBA, Neraca Face, Neraca Percobaan Akrual, Calk pada akun tersebut, dan 

beberapa lampiran tambahan yang akan diperjelas dibawah ini: 

Cek Saldo pada Face Neraca 

dan CaLK setiap akun 

Cek Saldo pada Neraca 

Percobaan Akrual (saldo normal) 

Cek Saldo pada output ADK 

SAIBA, Neraca Face, Neraca 

Percobaan Akrual, CaLK, Saldo 

UP LPJ, BAR KPPN, Daftar 

Penyetoran Sisa UP, Laporan 

Barang Persediaan dari BMN, 

Laporan Posisi BMN, Berita 

Acara Stock Opname, Caring 

BMN, LBKP Intrakomptabel, 

Laporan Penyusutan/ 

Amortisasi Baranng Kuasa 

Pengguna Intrakomptabel 

Cek Saldo apakah terdapat 

mutasi tambah dan kurang 

Cek Saldo % kenaikan 

dan penurunan 

Cek kesesuian dengan 

Lampiran-Lampiran yang 

mendukung 
Cek tidak ada akun yang 

belum diregister 

(Tahunan) 

Beban Penyusutan LO = Beban 

Penyusutan Laporan Penyusutan 

Barang Kuasa Intrakomptabel 

Cek apakah ada kebijakan atas jurnal 

penyesuaian Selesai 

Mulai 
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1. Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya, pada proses ini, saldo-

saldo yang sudah dibandingkan dengan dokumen-dokumen diatas 

dibandingkan lagi dengan Lampiran Saldo UP di LPJ Bendahara 

Pengeluaran (Lampiran 22) untuk Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas 

Lainnya, serta Daftar Penyetoran Sisa UP yang disetor pada Tahun 

Sebelumnya (Lampiran 23) untuk Kas di Bendahara Pengeluaran. 

2. Persediaan, pada saat menelaah persediaan, bandingkan saldo yang sudah 

dibandingkan dengan dokumen-dokumen diatas dengan Laporan Barang 

Persediaan dari BMN (Lampiran 24), Laporan Posisi BMN (Lampiran 25), 

Berita Acara Stock Opname (Lampiran 26), dan Caring BMN (Lampiram 

27). 

3. Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Aset Tak 

Berwujud, untuk bagian akun-akun ini, setelah membandingkan saldo 

dengan dokumen-dokumen yang disebutkan diatas, selanjutnya bandingkan 

dengan Laporan Posisi BMN, Caring BMN, dan Laporan Barang Kuasa 

Pengguna Intrakomptabel (Lampiran 28). 

4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi, untuk bagian akun ini, 

bandingkan dengan Caring BMN, Laporan Penyusutan Barang Kuasa 

Pengguna Intrakomptabel (Lampiran 29), dan Laporan Amortisasi Barang 

Kuasa Pengguna Intrakomptabel (Lampiran 30). 

       Setelah itu, periksa apakah terdapat mutasi tambah atau kurang pada setiap 

akun-akun yang ditelaah dan juga periksa apakah sudah disajikan pada Catatan 

atas Laporan Keuangan setiap akun yang ditelaah. Selanjutnya periksa 
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kebenaran persentase kenaikan dan penurunan pada akun-akun yang ditelaah, 

jika sudah, periksa kesesuaian dengan lampiran-lampiran yang mendukung 

diantaranya Kartu Piutang/ Lampiran Daftar Rekapitulasi Piutang Bukan Pajak 

(Lampiran 31) untuk menelaah Piutang Bukan Pajak; Lampiran Kartu 

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (Lampiran 32) untuk menelaah Penyisihan 

Piutang; Kertas Kerja Saldo Belanja Dibayar di Muka (Lampiran 33) untuk 

menelaah Belanja Dibayar di Muka; Kertas Kerja Pembelian Persediaan 

(Lampiran 34) untuk menelaah Persediaan; Status Tanah (Lampiran 35) untuk 

melihat deskripsi tentang akun Tanah; Kertas Kerja Perhitungan Pendapatan 

Diterima di Muka (Lampiran 36) untuk menelaah Pendapatan Diterima di 

Muka; dan Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku 

Aset Tetap A1 (Lampiran 37) dan Rincian Nilai Koreksi-Koreksi Nilai 

Akumulasi Penyusutan A1.a (Lampiran 38) untuk menelaah akun Akumulasi 

Penyusutan Aset Tetap dan akun Amortisasi. 

       Langkah selanjutnya adalah periksa apakah terdapat akun-akun yang belum 

diregister, akun-akun tersebut ialah Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, 

Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Koreksi 

Dalam Pengerjaan, dan Aset Tak Berwujud.  

       Lalu praktikan memeriksa saldo pada Beban Penyusutan LO harus sama 

dengan saldo pada Beban Penyusutan pada Laporan Penyusutan Barang Kuasa 

Intrakomptabel, hal ini berlaku pada akun Penyusutan dan Amortisasi termasuk 

memeriksa Penyusutan Aset Lain-Lain. Langkah terakhir ialah memeriksa 

apakah ada Jurnal Penyesuaian yang terdapat pada akun-akun yang ditelaah. 
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       Saat menelaah, praktikan menemukan beberapa koreksi pada akun-akun 

yang ditelaah, diantaranya dijabarkan pada tabel dibawah ini. 

Laporan Keuangan BPK 

RI Perwakilan 

Akun Koreksi 

Laporan Keuangan BPK 

RI Perwakilan Jawa Barat 

Semester I Tahun 2020 

- Piutang Bukan 

Pajak 

Terdapat koreksi pada persentase 

penurunan. 

- Penyisihan Piutang Terdapat koreksi pada persentase 

penurunan. 

- Akumulasi 

Penyusutan Aset 

Tetap 

Terdapat koreksi yang sudah 

praktikan hitung pada Caring BMN, 

yaitu terdapat kesalahan pencatatan 

saldo. 

- Aset Lain-Lain Terdapat koreksi pada persentase 

penurunan. 

- Utang pada Pihak 

Ketiga 

Terdapat koreksi pada persentase 

penurunan. 

Laporan Keuangan BPK 

RI Perwakilan Jawa Barat 

Tahun 2019 

- Piutang Bukan 

Pajak 

Terdapat koreksi pada pencatatan 

nominal saldo Mutasi Tambah yang 

berada pada CaLK. 

 - Persediaan Terdapat koreksi pada persentase 

penurunan. 

 - Tanah Terdapat koreksi pada persentase 

kenaikan. 

 - Aset Tetap Lainnya Terdapat koreksi pada persentase 

kenaikan. 

 - Akumulasi 

Penyusutan Aset 

Tetap 

Terdapat koreksi pada persentase 

kenaikan. 

 - Aset Lain-Lain Terdapat koreksi pada persentase 

kenaikan. 
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 - Pendapatan Diterma 

di Muka 

Terdapat koreksi pada persentase 

penurunan. 

Laporan Keuangan BPK 

RI Perwakilan Nusa 

Tenggara Barat Triwulan 

III Tahun 2020 

- Akumulasi 

Penyusutan Aset 

Tetap 

Terdapat koreksi pada persentase. 

- Aset Lain-Lain Terdapat koreksi pada persentase 

kenaikan. 

- Utang kepada Pihak 

Ketiga 

Terdapat koreksi pada perhitungan 

persentase penurunan dan tidak 

dicatatnya nominal penurunan pada 

CaLK Utang kepada Pihak Ketiga. 

 

Tabel III. 1: Koreksi pada akun-akun masing-masing Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan. 

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020 

       Pada tabel diatas terdapat beberapa koreksi yang terjadi saat praktikan 

menelaah akun-akun pada Laporan Neraca, adapun penjelesan lebih lanjut 

mengenai akun tersebut sebagai berikut: 

 

1. Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Semester I Tahun 

2020 

a. Koreksi pada persentase. 

       Pada akun Piutang Bukan Pajak, Penyisihan Piutang, Aset Lain-

Lain dan Utang kepada Pihak Ketiga terdapat koreksi pada kesalahan 

penulisan persentase penurunan pada CaLK akun-akun tersebut. 

Kesalahan ini ditemukan praktikan saat menghitung ulang persentase 

kenaikan dan penurunan di CaLK akun-akun tersebut. 

b. Koreksi pada pencatatan. 
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       Pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap terdapat koreksi pada 

kesalahan pencatatan nominal saldo pada Catatan Ringkas BMN. 

Kesalahan ini ditemukan saat praktikan menghitung ulang jumlah 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap. 

2. Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Tahun 2019 

a. Koreksi pada persentase. 

       Pada akun Persediaan, Tanah, Aset Tetap Lainnya, Akumulasi 

Penyusutan Aset Tetap, Aset Lain-Lain, dan Pendapatan Diterima di 

Muka terdapat koreksi pada kesalahan penulisan persentase kenaikan 

dan persentase penurunan pada akun Persediaan. Kesalahan ini 

ditemukan oleh praktikan saat menghitung ulang persentase kenaikan 

dan penurunan pada CaLK akun-akun tersebut. 

b. Koreksi pada pencatatan. 

       Pada akun Piutang Bukan Pajak terdapat koreksi kesalahan 

pencatatan saldo Mutasi Tambah yang terdapat pada Lampiran Caring 

BMN. Praktikan menemukan kesalahan ini dengan membandingkan 

CaLK Piutang Bukan Pajak dengan Caring BMN. 

3. Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat 

Triwulan III Tahun 2020 

a. Koreksi pada persentase. 

       Pada akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain 

terdapat koreksi kesalahan penulisan persentase kenaikan. Kesalahan ini 
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ditemukan oleh praktikan saat menghitung ulang persentase kenaikan 

dan penurunan pada CaLK akun-akun tersebut. 

b. Koreksi pada pencatatan. 

       Pada akun Utang Pihak Ketiga terdapat kesalahan penulisan 

persentase penurunan dan tidak dicatatnya nominal saldo penurunan. 

Kesalahan ini ditemukan oleh praktikan pada CaLK Utang kepada Pihak 

Ketiga. 

       Dari koreksi ketiga Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan diatas yang 

sudah dijelaskan, kesalahan terbanyak terdapat pada kesalahan penulisan 

persentase. Meskipun hanya berbeda 0,001% saja, hal ini tetap menjadi fokus 

penelaah dalam memeriksa kesalahan. Praktikan diajarkan oleh pembimbing 

PKL untuk menjaga sikap ketelitian dan hati-hati saat menelaah Laporan 

Keuangan yang ditugaskan kepada praktikan. 

       Ada beberapa akun yang memiliki keunikan tersendiri. Selama menelaah, 

praktikan mempelajari akun-akun mana saja yang memiliki ketentuan dan 

aturan tersendiri. Adapun diantaranya ialah: 

1. Kas di Bendahara Pengeluaran 

       Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang muka kerja yang 

berupa uang persediaan yang diterima dan dikelola oleh bendahara 

pengeluaran serta harus dipertanggungjawabkan dalam rangka menunjang 

pelaksanaan pengeluaran yang dilakukan oleh kementrian 

negara/lembaga/satuan kerja (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2019). 
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Dalam menelaah akun ini diperlukan lampiran Daftar Penyetoran sisa UP 

dan Saldo UP di LPJ Bendahara Pengeluaran. UP atau Uang Persediaan 

adalah saldo uang muka kerja yang dikelola oleh bendahara pengeluaran 

untuk pelaksanaan pengeluaran kementrian negara/lembaga/satuan kerja 

dan harus dipertanggungjawabkan. Pada Laporan Keuangan Tahunan, saldo 

UP yang berada pada LPJ akan bersaldo Rp0, karena uang persediaan ini 

harus disetor ke kas negara setiap akhir tahun, dokumen LPJ Tahunan dapat 

dilihat pada Lampiran 22.1, begitu pula Daftar Penyetoran Sisa UP, pada 

Laporan Keuangan Tahunan, akan terlihat jumlah saldo yang akan disetor 

ke kas negara, dokumen ini dapat dilihat pada Lampiran 23.1. Lain halnya 

dengan Laporan Keuangan Semester atau Triwulan, karena masih akan 

terdapat saldo UP pada Kas di Bendahara Pengeluaran karena belum disetor 

ke kas negara. 

2. Aset Lain-Lain 

       Aset Lain-Lain adalah akun yang digunakan untuk mencatat aset 

lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam Aset Tidak Berwujud, kas 

yang dibatasi penggunaannya, dan kemitraan dengan pihak ketiga. Dengan 

kata lain, aset yang diakui ke dalam Aset Lain-Lain adalah Aset Tetap dan 

Aset Lainnya yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif 

pemerintah. Contohnya seperti penghentian penggunaan dari Aset Tak 

Berwujud yang disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau tidak 

digunakan karena menunggu proses pemindahtanganan atau proses 
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penjualan, sewa beli, penghibahan, dan lain-lain (Peraturan Menteri 

Keuangan RI, 2019). 

 

 

 

Bagan III. 4: Proses Penghapusan Aset Tetap 

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020 

       Terdapat proses dalam kegiatan penghapusan aset yang akan diakui 

pada akun Aset Lain-Lain. Langkah pertama dalam penghapusan aset adalah 

aset yang dalam kondisi rusak berat atau usang diusulkan penghaapusannya 

kepada Pengelola Barang, lalu akan direklasifikasi ke dalam Daftar Barang 

Rusak Berat dan tidak akan dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa 

Pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, 

Laporan Keuangan K/L, Laporan BMN dan LPP serta akan diungkapkan 

dalam Catatan Ringkas Barang dan CaLK. Selanjutnya, jika Keputusan 

Mengusulkan 

Aset Tetap 

Rusak/Usang 

Pengelola Barang 
Daftar Barang 

Rusak Berat 

Laporan Barang Kuasa 

Pengguna. 

Laporan Keuangan Satuan 

Kerja,  

Laporan Barang Pengguna,  

Laporan Keuangan K/L,  

Laporan BMN  

Catatan Ringkas 

Barang 

Catatan atas Laporan 

Keuangan 

Dicantumkan 
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Penghapusan sudah disetujui dan diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka 

aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat. 

3. Pendapatan Diterima di Muka 

       Pada saat menelaah akun ini, praktikan menghitung langsung benar atau 

salahnya jumlah nominal saldo Pendapatan Diterima di Muka. Perhitungan 

yang dilakukan praktikan lampirkan pada Lampiran 48.1 dan Lampiran 48.2 

pada lembar lampiran di akhir laporan. 

4. Aset Tetap dan Persediaan 

       Aset Tetap yang dimaksud adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung 

dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan 

Konstruksi dalam Pengerjaan. Pada akun-akun Aset Tetap ini, tidak 

diperbolehkan adanya akun Aset Tetap yang Belum Diregister pada Laporan 

Keuangan Tahunan, sedangkan diperbolehkan pada Laporan Keuangan 

Semesteran dan Triwulan dengan menjelaskan penyebabnya pada CaLK. 

Hal ini sesuai dengan aturan terbaru Penyusunan Laporan Keuangan 

Kementrian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2020 yang dikeluarkan 

oleh Kementrian Keuangan RI pada tanggal 30 September 2020. 

     Dilansir dari website resmi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) Metro (http://kppnmetro.org/2015/10/solusi-persediaan-belum-

diregister-pada-neraca/) Akun yang belum diregister ini tidak diperbolehkan 

ada jika ditelaah pada Laporan Keuangan Tahunan. Akun ini disebabkan 

diantaranya oleh: 

a. Aplikasi SIMAK/Persediaan salah input nilai rupiah 

http://kppnmetro.org/2015/10/solusi-persediaan-belum-diregister-pada-neraca/
http://kppnmetro.org/2015/10/solusi-persediaan-belum-diregister-pada-neraca/
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b. Aplikasi Persediaan salah kode barang. 

c. Hibah dalam bentuk barang. 

d. Salah input akun. 

3. Menganalisis Laporan Operasional. 

       Setelah menelaah Laporan Neraca, selanjutnya praktikan menelaah 

Laporan Operasional pada Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi 

Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Laporan Operasional merupakan 

komponen pada laporan keuangan yeng memberikan informasi terkait dengan 

seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang dicerminkan 

dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional yang berasal dari 

suatu entitas pelaporan. LO juga memberikan laporan mengenai transaksi 

keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan 

transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas (Peraturan Menteri Keuangan 

RI, 2019). 

       Dalam menelaah Laporan Operasional hanya memerlukan 1 Analisa Form 

karena sudah mewakili seluruh akun-akun yang berada pada Laporan 

Operasional, khusunya pada Face Laporan Operasional (Lampiran 41). Berikut 

bagan proses menelaah Laporan Operasional yang dibuat oleh praktikan. 
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Bagan III. 5: Proses menelaah Laporan Operasional. 

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020 

       Langkah pertama, praktikan membandingkan saldo Laporan Operasional 

pada Face Laporan Operasional  dengan saldo pada Neraca Percobaan Akrual 

(Lampiran 43). Setelah itu, praktikan melakukan pengecekan saldo normal pada 

akun Laporan Operasional. Praktikan harus memastikna seluruh nilai normal 

akun LO adalah positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang dapat bernilai 

negatif. Praktikan memeriksa proses ini pada CaLK LO (Lampiran 42), lalu 

mencocokkan dan mengisis Analisa Form LO (Lampiran 40). Selanjutnya, 

praktikan melakukan pengecekan posisi saldo pada Neraca Percobaan Akrual. 

Yang harus dicek adalah akun Pendapatan bersaldo Kredit, kecuali 

Pengembalian Pendapatan, akun Beban bersaldo Debit, kecuali Beban 

Mulai 
Membandingkan seluruh saldo Laporan Operasional pada 

Neraca Percobaan Akrual dengan Face Laporan Operasional 

Melakukan pengecekan saldo normal pada akun Laporan 

Operasional 

Melakukan pengecekan posisi saldo di Neraca Percobaan 

Akrual 

Melakukan pengecekan saldo-saldo yang tidak boleh ada 

Melakukan pengecekan kebenaran Beban Penyisihan Piutang, 

Beban Kerugian Pelepasan Aset, Beban Penyusutan dan 

Amortisasi, Beban Persediaan 

Melakukan kesesuaian CaLK LO dengan saldo Face LO Selesai 
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Penyisihan Piutang, dan akun Pengembalian Beban bersaldo Kredit. Untuk 

proses ini, pada ke-3 Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi tidak 

ditemukan adanya kesalahan. 

       Selanjutnya, praktikan memeriksa akun-akun yang tidak boleh ada, yaitu 

akun Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Bunga Lainnya, Pendapatan Jasa 

Giro, Pendapatan Anggaran Lain-Lain, Penerimaan Kembali Belanja TAYL, 

Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji, Pendapatan BLU, Pendapatan 

Hibah, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya, Beban Bunga, Beban Subsidi, 

Beban Hibah, Beban Transfer, Beban Lain-Lain, Beban Bantuan Sosial, Beban 

Barang untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat/Pemda, Beban Persediaan 

Bahan Baku, dan Beban Persedaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga. Dalam 

proses ini, praktikan tidak menemukan akun-akun yang disebutkan diatas pada 

Neraca Percobaan Akrual. 

       Lalu, praktikan memeriksa kebenaran Beban Penyisihan Piutang Laporan 

Operasional dengan cara mengurangi saldo akhir Penyisihan Piutang dengan 

saldo awal Penyisihan Piutang dan ditambah dengan saldo Penghapusan 

Piutang. Untuk kebenaran Beban Penyusutan dan Amortisasi didapatkan 

dengan membandingkan saldo pada Neraca Percobaan Akrual dengan Beban 

Penyusutan di Lampiran A.1 (Lampiran 37), Lampiran A.1a (Lampiran 38), 

serta Laporan Penyusutan Intrakomptabel (Lampiran 29) dan Laporan 

Amortisasi Aset Tak Berwujud (Lampiran 30). Saldo yang dibandingkan harus 

sama. Selanjutnya untuk memeriksa kebenaran Beban Persediaan adalah 

dengan membandingkan Beban Persediaan pada Laporan Persediaan (lampiran 
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24) dengan Neraca Percobaan Akrual. Langkah terakhir, praktikan melanjutkan 

dengan menyesuaikan saldo CaLK LO dengan Face LO. 

4. Menganalisis Laporan Perubahan Ekuitas. 

       Langkah terakhir dalam menelaah Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan 

Provinsi adalah menelaah Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan 

Perubahan Ekuitas adalah komponen dalam laporan keuangan yang menyajikan 

sekurang-kurangnya pos-pos pada ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada 

periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang menambah dan/atau mengurangi 

ekuitas, dan ekuitas akhir (Peraturan Menteri Keuangan RI, 2019). 

       Sama halnya seperti LO, LPE hanya membutuhkan 1 macam Analisa Form 

saja. Berikut adalah bagan proses menelaah Laporan Perubahan Ekuitas yang 

dibuat oleh praktikan: 

 

Bagan III. 6: Proses menelaah Laporan Perubahan Ekuitas. 

Sumber: data diolah oleh penulis, tahun 2020 

Mulai Memverifikasi kesesuaian korelasi angka 

Memverifikasi kesesuaian saldo awal dan saldo akhir LPE 

Cek akun Transfer Masuk dan Transfer Keluar 

Cek akun Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi, akun 

Transaksi Antar Entitas, akun Koreksi Nilai Aset Lainnya 

Non Revaluasi, dan akun Koreksi Lain-Lain 

Selesai 
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       Dalam menelaah Laporan Perubahan Ekuitas pada ketiga Laporan 

Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan 

Provinsi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka Analisa Form 

LPE (Lampiran 44), setelah itu membandingkan kesesuaian hubungan saldo, 

yaitu apakah nilai “Surplus/Defisit-LO” sama dengan Nilai “Surplus/Defisit-

LO” di LPE, apakah saldo Ekuitas Akhir di LPE sama dengan saldo Ekuitas di 

Neraca, dan Jumlah Aset sama dengan jumlah keseluruhan Kewajiban ditambah 

Ekuitas. Pada proses ini, praktikan harus memastikan semua saldo telah 

berhubungan dan sama. Selanjutnya, praktikan menyesuaikan saldo awal dan 

saldo akhir pada Face LPE (Lampiran 45) dengan Neraca Percobaan Akrual dan 

CaLK LPE (Lampiran 46). 

        Lalu, praktikan memeriksa apakah ada akun Transfer Masuk dan Transfer 

Keluar, adakah akun Pos Penyesuaian Nilai Aset, adakah pos Koreksi Nilai 

Persediaan dan adalah akun Selisih Revaluasi Aset Tetap. Pada ketiga Laporan 

Keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi, praktikan tidak menemukan akun-akun 

diatas pada CaLK LPE. 

       Selanjutnya, praktikan memeriksa akun Transaksi Antar Entitas. Pada 

proses ini, diperiksa apakah ada akun Diterima dari Entitas Lain atau akun 

Ditagihkan ke Entitas Lain dan apakah saldo tersebut sesuai dengan saldo 

Realisasi Pendapatan dan Belanja Netto LRA. Pada proses ini, saldo sudah 

sesuai. Setelah itu, praktikan memeriksa adakah Pos Koreksi Nilai Aset Lainnya 

Non Revaluasi, tetapi praktikan tidak menemukan adanya akun ini. 
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       Langkah terakhir, praktikan memeriksa apakah ada akun Koreksi Lainnya 

dan apakah sudah disajikan dalam CaLK LPE. Pada proses ini, praktikan sudah 

memastikan bahwa terdapat akun tersebut dan sudah disajikan dengan benar. 

5. Merangkum hasil keseluruhan ke dalam Kertas Kerja Satuan Kerja BPK 

RI. 

       Setelah menyelesaikan seluruh urutan menelaah laporan-laporan dimulai 

dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Operasional, dan 

Laporan Perubahan Ekuitas. Selanjutnya praktikan menginput hasil 

keseluruhan ke dalam Kertas Kerja Satuan Kerja BPK RI. Kertas Kerja Satker 

BPK RI untuk masing-masing Laporan Keuangan dapat dilihat pada Lampiran 

47.1, Lampiran 47.2, dan Lampiran 47.3. 

C. Kendala yang Dihadapi 

       Dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan selama melaksanakan 

PKL, praktikan menghadapi beberapa kendala yang juga disebabkan karena 

adanya pandemi Covid-19 yang sedikit menghambat PKL praktikan, yaitu: 

1. Dikarenakan melaksanakan PKL melalui full online, praktikan sulit 

menguraikan penjelasan pertanyaan yang akan disampaikan kepada 

pembimbing PKL dan tidak bisa memperlihatkan beberapa dokumen yang 

ditanyakan. 

2. Dikarenakan tidak bisa melaksanakan PKL di kantor dan mengoperasikan 

secara langsung, praktikan sulit memahami simulasi sistem dalam aplikasi 

SIMAK BMN, ADK SAIBA, dan aplikasi lainnya. 
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3. Ketika menganalisis laporan keuangan, terkadang ada beberapa dokumen 

yang tidak terlampir, praktikan menjadi tidak maksimal dalam menganalisis.  

D. Cara Mengatasi Kendala 

       Meskipun terdapat beberapa kendala yang menghambat dalam pelaksanaan 

Praktik Kerja Lapangan, praktikan tetap melakukan berbagai cara agar kendala 

dapat teratasi dan dapat tercipta kegiatan PKL yang efektif dan efisien. Adapun 

cara-cara yang dilakukan oleh praktikan dalam mengatasi kendala, yaitu: 

1. Dalam mengatasi kendala terkait sulitnya menguraikan pertanyaan kepada 

pembimbing PKL, praktikan mengusulkan kepada pembimbing PKL untuk 

melakukan diskusi via Whatsapp Call. Hal ini praktikan lakukan agar praktikan 

dapat lebih mengerti dan dapat menjelaskan secara tepat kepada pembimbing 

PKL atas permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, praktikan juga selalu 

memberikan kabar setiap harinya terkait dengan jadwal kuliah yang praktikan 

lakukan. Hal ini membantu praktikan dan pembimbing PKL dalam menemukan 

waktu yang tepat untuk berdiskusi bersama meskipun melalui jarak jauh. 

2. Dalam mengatasi kendala terkait kurangnya pengoperasian beberapa aplikasi, 

praktikan berusaha mendiskusikannya dengan pembimbing PKL dan bertanya 

bagaimana proses dalam pengoperasiannya. Dengan demikian, pembimbing 

PKL akan membuat sebuah simulasi yang ditulis di Ms.Word atau Ms.Excel 

tentang bagaimana alur dari proses pengoperasian aplikasi tersebut. 

Pembimbing PKL juga memberikan alternatif dokumen apa saja yang bisa 

diperiksa apabila tidak bisa memeriksa langsung melalui aplikasi tersebut. 



64 
 

3. Dalam mengatasi kendala dokumen-dokumen yang tidak terlampir, praktikan 

akan mendiskusikannya kepada pembimbing PKL dan mengikuti arahan 

pembimbing atas apa yang harus dilakukan selanjutnya.  
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

       Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu kegiatan wajib 

yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktikan yang menjalankan PKL, 

fakultas, maupun BPK Republik Indonesia. Meskipun praktikan melaksanakan 

PKL pada saat masa pandemi Covid-19, praktikan diharapakan dapat 

memperoleh banyak ilmu-ilmu baru dan wawasan baru tentang dunia kerja. 

       Praktikan menyadari lingkungan praktikan saat berada di universitas sangat 

berbeda dengan lingkungan praktikan saat bekerja di tempat kerja praktikan. 

Praktikan harus mengedepankan kecermatan dalam memahami situasi, 

mengurangi risiko kesalahan kerja, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan 

yang diberikan kepada praktikan. 

       Praktikan sangat bersyukur mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan 

PKL di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, karena praktikan 

mendapat banyak wawasan dan mendalami ilmu-ilmu baru mengenai Standar 

Akuntansi Pemerintah. Setelah praktikan melaksanakan kegiatan PKL dalam 

kurun waktu dua bulan di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 

(BPK RI) maka kesimpulan yang dapat praktikan ambil yaitu: 

1. Praktikan mendapatkan banyak pengetahuan mendalam mengenai Standar 

Akuntansi Pemerintah, khususnya aturan-aturan yang berlaku pada BPK RI. 
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2. Praktikan mendapatkan pengalaman baru dalam mengambil keputusan 

dengan melihat berbagai aspek, situasi, dan kondisi. 

3. Meskipun mengalami keterbatasan dikarenakan pandemi sehingga tidak 

bisa mengakses beberapa aplikasi, namun praktikan dapat mengerjakan 

tugas yang diberikan dengan baik dan maksimal. 

4. Praktikan dapat mengetahui bagaimana gambaran saat praktikan 

menghadapi dunia kerja yang sebenarnya di masa yang akan datang. 

5. Praktikan mendapatkan banyak pembelajaran, salah satunya adalah dalam 

melakukan penyesuaian diri saat berada di lingkungan baru dan 

bersosialisasi dengan lingkungan baru tersebut. 

B. Saran 

       Setelah praktikan melaksanakan PKL di BPK RI selama kurun waktu dua 

bulan atau 44 hari dan berdasarkan kesimpulan yang sudah praktikan jabarkan 

diatas, praktikan memberikan beberapa saran yang akan ditujukan baik untuk 

praktikan, Fakultas Ekonomi, dan bagi BPK RI. Adapun saran-saran tersebut 

antara lain: 

1. Saran untuk Praktikan 

a. Praktikan perlu lebih mempersiapkan diri dimulai dengan mempelajari 

ilmu akuntansi pemerintahan terkait yang akan menjadi tugas praktikan 

selama praktik kerja lapangan berlangsung, agar praktikan dapat 

mengetahui bagaimana gambaran umum dan akan lebih siap dalam 

melaksanakan tugas sebelum melaksanakan PKL; 
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b. Praktikan diharapkan lebih aktif lagi dan cekatan dalam melaksanakan 

tugas yang diberikan dan dalam mencari sebuah solusi dari kendala yang 

dihadapi; dan 

c. Praktikan perlu menjaga hubungan dan komunikasi yang baik dengan 

pembimbing PKL maupun staf akuntansi lainnya selama melaksanakan 

praktik kerja lapangan. 

2. Saran untuk Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Diharapkan dapat selalu menjalin kerja sama dan hubungan yang baik 

dengan BPK RI maupun perusahaan atau instansi pemerintah lainnya 

agar dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa sebagai tempat 

melaksanakan kegiatan PKL; 

b. Memberikan bekal atau bimbingan pelatihan awal dan gambaran 

mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan sebelum mahasiswa 

melakukan kegiatan PKL; dan 

c. Karena terkendala pandemi, mungkin lebih baik lagi jika pemberitahuan 

tentang jadwal PKL lebih jelas dan tidak terkesan simpang siur, jadi 

mahasiswa dapat lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi. 

3. Saran untuk Badan Pemeriksa Keuangan RI 

a. Berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi oleh praktikan, praktikan 

menyarankan agar pihak instansi menyiapkan bidang dan dokumen apa 

saja yang dapat menjadi pengganti akibat tidak tersedianya aplikasi 

untuk menunjang pemeriksaan Laporan Keuangan. 
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b. Pihak instansi diharapkan memberikan bimbingan yang cukup jelas 

mengenai tugas yang akan dilakukan oleh praktikan sebelum praktikan 

melaksanakan PKL. Hal ini dilakukan agar praktikan memiliki 

persiapan materi dan lebih siap dalam melakukan PKL. 

c. Pihak instansi diharapkan memberikan 2 pembimbing PKL agar PKL 

dapat terlaksana dengan baik disaat pembimbing PKL lainnya sedang 

tidak bisa dijangkau melalui Whatsapp. 
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Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL 
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Lampiran 2: Surat Penerimaan PKL 
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Lampiran 3: Nota Dinas 
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Lampiran 4: Surat Penempatan Magang 
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Lampiran 5: Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 6: Absen Harian PKL untuk BPK RI 
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Lampiran 7: Laporan PKL Mingguan untuk BPK RI 

 

  



83 
 

Lampiran 8: Rincian Kegiatan PKL 
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Lampiran 9: Form Analisis LRA 
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Lampiran 10: Face LRA 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 11: CaLK LRA 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 11. 1: CaLK LRA Belanja Barang 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 11. 2: CaLK Belanja Modal 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 11. 3: CaLK Aset Tetap 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 11. 4: CaLK Aset Tak Berwujud  

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 12: Ringkasan LRA. 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 13: BAR Estimasi KPPN 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 14: Neraca Percobaan Akrual 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 15: Kertas Kerja Analisa Belanja Modal dan Mutasi 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 16: ADK SAIBA (LK BPK RI Perwakilan NTB TW III 2020) 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 17: Tabel 7 Anggaran Realisasi Pendapatan dan Belanja (LK BPK RI Perwakilan 

NTB TW III 2020) 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 18: Tabel 18 Rincian Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 September 2020 dan 30 September 2019 (LK 

BPK RI Perwakilan NTB TW III 2020) 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 19: Form Analisis Neraca 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 20: CaLK Neraca 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 21: Face Neraca 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 22: Saldo UP di LPJ Bendahara Pengeluaran Semesteran 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 22. 1: Saldo UP di LPJ Bendahara Pengeluaran Tahunan 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 23: Daftar Penyetoran Sisa UP Semesteran 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 23. 1: Daftar Penyetoran Sisa UP Tahunan  

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 
Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 24: Laporan Barang Persediaan dari BMN 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 25: Laporan Posisi BMN 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 26: Berita Acara Stock Opname 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 27: Caring BMN 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 28: Laporan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 29: Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna Intrakomptabel 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 30: Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 31: Kartu Piutang/Lampiran Daftar Rekapitulasi PNBP 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 32: Lampiran Kartu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 33: Kertas Kerja Saldo Belanja Dibayar di muka 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 

  



119 
 

Lampiran 34: Kertas Kerja Pembelian Persediaan 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 35: Status Tanah 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 36: Kertas Kerja Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 37: Lampiran A1 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 38: Lampiran A1.a 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 39: Jurnal Penyesuaian 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 40: Analisis Form LO 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 41: Neraca Face LO 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 42: CaLK LO 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 43: Neraca Percobaan Akrual LO 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 

  



129 
 

Lampiran 44: Analisis Form LPE 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 45: Neraca Face LPE 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 46: CaLK LPE 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 47: Kertas Kerja Analisis Satuan Kerja Laporan BPK RI 

Lampiran 47. 1:  Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Semester I Tahun 2020 

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 47. 2:  Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Tahun 2019  

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 
Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 47. 3: Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat Triwulan III 

Tahun 2020  

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 
Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 48: Perhitungan Pendapatan Diterima di Muka 

Lampiran 48. 1: Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Semester I Tahun 2020  

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 48. 2: Laporan Keuangan BPK RI Perwakilan Jawa Barat Tahun 2019  

 

*Nominal saldo, Nama, Tanda Tangan disamarkan oleh praktikan untuk menjaga kerahasiaan data Badan 

Pemeriksa Keuangan RI. 
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Lampiran 49: Surat Keterangan Selesai PKL 
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Lampiran 50: Penilaian PKL Universitas Negeri Jakarta 
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Lampiran 51: Penilaian PKL untuk BPK RI 
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Lampiran 52: Kartu Konsultasi PKL 

 

 


